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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.833, 2019 KEMENTAN. SDM. Penelitian dan Pengembangan.
Peremajaan. Sarpras. Kelapa Sawit.
Pengembangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN
2019 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi pengusulan
peremajaan kelapa sawit, Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber
Daya  Manusia, Penelitian dan  Pengembangan,
Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan
Kelapa Sawit perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan
Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana

Perkebunan Kelapa Sawit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan
dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 134);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
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7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/
KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan
Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/
SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1083);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN
2019 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA
SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal I
Ketentuan Pasal 48 dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor
07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta
Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48
(1) Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 sampai dengan Pasal 47 diajukan secara daring.
(2) Dalam hal pengajuan secara daring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan,

pengajuan dapat dilaksanakan secara luring.
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Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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